
relokasi .. 

b. bahwaberdasarkan surat Kepala Balai Besar Wilay h 
Sungai Bengawan Solo Nomor. UM 01 11-An/ 111 
Tanggal 2 Mei 2017 perihal Percepatan Relokasi War a 
/ Bangunan di Bantaran Sungai dalam rang a 
Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Banjir di Ko a 
Surakarta dan Surat dari Kejaksaan Negeri Surakar a 
Nomor B- 942/0.311/Gph/04/2017 Tanggal 25 Ap i1 
2017 tentang Pendapat Hukum (Legal Opinion) tenta g 
Bantuan Keuangan Mengganti Bangunan Warga diat s 
Tanah Negara di Bantaran / Sepadan Sung i 
Bengawan Solo dan Anak Anak Sungainya diperluk 
pendanaan keperluan mendesak untuk pemindahan / 

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dala 
Negeri Nomor 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 
tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanajn 
dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Da a 
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidik,n 
Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten / Koja 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera , 
Pemerintan Kabupaten/Kota harus mengakomod r 
pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah dala 
APBD Tahun Anggaran 2017; 

Menimbang 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 
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Mengingat ... 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima a 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d 
dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Waliko a 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota 
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggar~n 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar n 
2017; 

e. 

bahwa untuk membiayai keperluan mendes k 
sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf [c, 
dilakukan penjadwalan ulang kegiatan / anggar~n 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman din 
Pertanahan; 

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarra 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah Kota Surakarta Tahun Anggarin 
2017 Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 menyatakan untuk 
mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesdk 
Pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakjn 
program kegiatan yang belum tersedia anggarannya 
dengan terlebih dahulu melakukan Perubah,n 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggar~n 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakil n 
Rakyat Daerah; 

d. 

c. bahwa berdasarkan nota dinas dari Dinas Pekerja n 
Umum dan Penataan Ruang Nomor 900 / 1.5 7 
Tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembangunan Overp ss 
Manahan dan Nota Dinas Nomor : 600 / 1.676 Tang al 
16 Mei 2017 perihal Kronologis Progres Penangan n 
Kegiatan Pendukung Overpass Manahan, diperluk n 
pendanaan keperluan mendesak untuk kegiat n 
pendukung pembangunan overpass manahan; 

relokasi hunian / bangunan warga dan makam y ng 
terkena dampak pekerjaan penanganan banjir di K ta 
Surakarta; 
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MEMUTUSKAN ... 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahu 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kot 
Surakarta Tahun 2016 Nomor 16, Tambaha 
Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 16); 

6. 

5. 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tenta g 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1p 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

I 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republi[• 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahu 
2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangah 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahuh 
2010 Nomor 7); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahdn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558t) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarlg 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor ~3 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarari 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a 
Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-undang n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ k 
Indonesia Nomor 5234); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tenta g 
Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalaim 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Nega a 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 
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Mengingat 
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Pasal 2 .. 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Waliko 
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggara 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dala 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan da i 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTAN 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOT 
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHU 
ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN : 
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BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1'1 

SEKRET~IS DAERAH 
KOTAS RAKARTA, 

./ 

BUDI YULISTIANTO 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal 0 Jun·, ::).0\7 

WA~RAKARTA,1· 

<:::::: v ~ ~ :x. HADI RUDYATMO \) 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal G Juni :JOI 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahk n 
pengundangan Peraturan Walikota ini deng n 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Peraturan W alikota mi mulai berlaku pada tang al 
diundangkan. 

Pasal 2 
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